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I.

BUKU SAKU HIBAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kegiatan pemberian hibah / bansos kepada
masyarakat/lembaga masyarakat merupakan salah satu upaya
untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendorong
pembangunan sektor peternakan.

Guna kelancaran pelaksanaan hibah /bansos pada Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, maka
perlu diatur dalam Petunjuk Teknis Hibah /Bansos, yang
mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 30 Tahun
2021, tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah. Petunjuk teknis ini digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan hibah /bansos di
Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah / Bansos
dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
pemberian hibah /bansos pada Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari

APBD Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah:

a. Sebagai pedoman dan acuan dalam menentukan,
menetapkan dan menyalurkan dana hibah.

b. Memberikan petunjuk pemanfaatan anggaran belanja
bantuan pemerintah kepada penerima bantuan.

c. Memberikan acuan dan panduan administrasi serta
pertanggungjawaban keuangan pada setiap tahap
pekerjaan untuk mengupayakan terciptanya tertib
administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di
lapangan.

d. Agar pengelolaan hibah dalam bentuk uang dapat
dilaksanakan tepat waktu, dan tepat sasaran.



II.

JENIS HIBAH
A. Hibah Uang
Hibah Perekonomian

1.

a.

Latar Belakang

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan
tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan kebutuhan
protein hewani dan upaya perbaikan gizi masyarakat, sehingga
mendorong tuntutan peningkatan produksi untuk memenuhi
permintaan kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan
diupayakan melalui wusaha budidaya peternakan yang
diantaranya melibatkan peran pemerintah dan masyarakat.
Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas peternakan
dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia
pertanian melalui pemberdayaan dalam bentuk pengembangan
usaha yang dilakukan oleh kelembagaan
Petani/Peternak/Santri/ Pemuda keagamaan lainnya, yang
terdiri dari Kelompok Tani/Ternak, Gapoktan, Kelompok Santri
Tani Milenial, Kelompok Pemuda Tani keagamaan Lainnya,
Kelompok Petani andalan, Kelompok Petani Milenial, dan
Kelompok Usaha Bersama/KUB.

Pemanfaatan sumberdaya manusia pertanian dalam
bidang peternakan adalah dengan menerapkan teknologi tepat
guna, yang mampu berdaya saing serta berkelanjutan melalui
pemberdayaan masyarakat menuju wiraswasta yang mandiri,
maju dan  sejahtera. Dalam rangka  memfasilitasi
pengembangan usaha budidaya peternakan di Jawa Tengah,
peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa
Tengah cukup strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan
hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu
mendorong partisipasi masyarakat dan swasta, antara lain
karena berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan
dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa
perubahan dan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pola
pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan subsektor
peternakan dilakukan guna mengatasi masalah utama di
tingkat usaha peternakan yaitu keterbatasan permodalan,
disamping masih rendahnya penguasaan teknologi serta
lemahnya SDM dan kelembagaan peternakan. Penyebaran
ternak pemerintah kepada kelompok tani ternak melalui
Belanja Hibah Bidang Veteriner yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah uang adalah
pemberian uang dari Pemeritah Provinsi kepada Kelompok
Ternak di seluruh Provinsi Jawa Tengah yang telah berbadan
hukum, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta secara terus



menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaran
urusan pemerintahan daerah. Untuk memberikan acuan
dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan efektif dan efisien,
perlu disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah
uang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Jawa Tengah.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan hibah uang adalah
membantu kelompok ternak yang bergerak dalam bidang
peternakan untuk mengembangkan usahanya. Manfaat yang
diharapkan dapat dirasakan oleh penerima bantuan hibah
adalah pengembangan usahanya sehingga dapat
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Sasaran

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor
peternakan di Jawa Tengah.

Kriteria Penerima Hibah
Kriteria Kelompok Penerima Hibah dalam bentuk uang
yaitu:
1. Kelompok beranggotakan minimal 10 orang
2. Memiliki pengalaman dalam bidang peternakan
3. Memiliki struktur organisasi kelompok dengan kriteria
pengurus pengurus sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia, dewasa atau sudah
berkeluarga dan memiliki KTP sesuai domisili
kelompok.

b. Bukan ASN/TNI/Polri/Pengusaha yang berafiliasi
dengan usaha sejenis/perangkat desa.

4. Kelompok tidak mendapatkan penguatan modal atau
fasilitas lain dari pemerintah pada tahun yang sama.

5. Memiliki sarana penunjang usaha peternakan antara lain :
lahan, kandang, potensi sumber pakan, bangunan usaha

6. Kelompok aktif dan memiliki legalitas yang sah dibuktikan

adanya:
a. Surat Keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala
Desa/Lurah

b. Surat Penetasan oleh Kepala Daerah/Dinas yang
membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan
hewan setempat / terdaftar di simluhtan/SK
Menkumham.



e.

7. Mengajukan proposal ke Gubernur Jawa Tengah c/q Dinas
Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten/Kota.

Kelompok sanggup bertanggung jawab penuh, terhadap
paket hibah yang telah diterima yang dibuktikan dengan
(dengan menandatangani Pakta Integritas).

Persyaratan
Persyaratan Kelompok Penerima Hibah dalam bentuk uang
yaitu:

1. Terdapat surat pengesahan/penetapan dari SKPD yang
membidangi di Kabupaten/Kota;

2. Memiliki kepengurusan di daerah domisili yang dibuktikan
dengan adanya struktur organisasi/susunan
kepengurusan (Identitas kelompok, pengurus dan
anggota) yang dikukuhkan minimal oleh kepala desa;

3. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala
Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi
oleh Camat;

4. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah;

5. Kelompok telah mengajukan wusulan tertulis/proposal
kepada Gubernur yang ditandatangani pejabat/pengurus
yang sah, dan sekurang-kurangnya memuat nama,
alamat, profil singkat, kegiatan, rencana anggaran biaya
(RAB) yang memuat total kebutuhan biaya besaran hibah
yang diminta, dan nomor kontak person serta
mengetahui Lurah/Kepala Desa, Camat dan Dinas yang
membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten /Kota lokasi Kelompok;

6. Usulan sebagaimana dimaksud poin 5 disampaikan
kepada SKPD 1 (satu) tahun sebelum kegiatan berjalan
(T-1), sebelum penetapan KUA PPAS.

7. Tidak mendapatkan penguatan modal atau fasilitas lain
dari pemerintah pada tahun yang sama kecuali kegiatan
yang diprogramkan secara terpadu.

Nilai Hibah Uang

Penetapan jumlah hibah dalam bentuk wuang yang
disalurkan kepada penerima didasarkan kepada:



1.

2.

3.

Kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.

Pagu anggaran yang tercantum dalam DPPA Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
Hasil penilaian/verifikasi terhadap usulan dan rencana
anggaran belanja yang diajukan oleh calon penerima Hibah
Uang.

f. Pelaksanaan dan Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk
Uang

Ketentuan pelaksanaan hibah dalam bentuk uang sebagai

berikut :

1.

2.

Pelaksanaan anggaran hibah uang berdasarkan DPPA
SKPD.

Rincian nama, alamat dan besaran hibah uang yang
tercantum pada DPPA bersifat mengikat dan menjadi dasar
pelaksanaan anggaran belanja hibah uang.

SKPD melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan
kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah uang.
Pelaksanaan verifikasi faktual selain bersifat administratif
dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak
langsung sesuai kebutuhan.

. Kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah uang

dengan keputusan Kepala SKPD yang dirinci secara jelas
nama, alamat dan besarannya.

Surat Keputusan Kepala SKPD tersebut menjadi dasar
penyaluran hibah uang.

SKPD menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) yang ditandatangani Kepala SKPD dan
penanggungjawab penerima  hibah  uang. NPHD
sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat ketentuan
mengenai:

a. Pihak pemberi dan penerima hibah;

b. Tujuan pemberian hibah;

Nilai hibah yang akan diterima;

o

d. Hak dan kewajiban para pihak;

e. Mekanisme dan syarat-syarat penyaluran/pemberian
dan penggunaan hibah;

f. Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban

g. Ketentuan lain yang relevan



Mekanisme penyampaian dan evaluasi proposal hibah

uang sebagai berikut :

1.

Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri
proposal kepada Gubernur up Kepala Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan
diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, Camat dan
SKPD yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan
Hewan di Kabupaten/Kota lokasi kelompok.

. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa

Tengah melakukan evaluasi dan verifikasi faktual terhadap
kelengkapan administratif dan kelayakan pembiayaan atas
usulan yang disampaikan oleh pemohon. Evaluasi dan
verifikasi  eksistensi dilaksanakan untuk menguji
keberadaan calon penerima hibah sedangkan verifikasi
kapabilitas/kualifikasi  dilaksanakan untuk menguji
pemenuhan persyaratan, kelayakan dan besarnya nilai
untuk diberikan hibah.

Setelah dilakukan verifikasi faktual, kepala SKPD
menetapkan daftar penerima hibah uang yang menjadi
dasar penyauran hibah uang.

Tahapan pelaksanaan kegiatan hibah dalam bentuk uang

adalah:

1.

Persiapan Pelaksanaan
= Penyusunan Petunjuk Teknis
= Koordinasi Kegiatan

. Evaluasi dan verifikasi faktual atas wusulan yang

disampaikan oleh pemohon.

. Penetapan kelompok calon penerima hibah uang melalui

SK Kepala SKPD

. Sosialisasi kepada calon penerima hibah terkait anggaran

belanja hibah yang akan diberikan, bersama Dinas
Kabupaten/Kota dan dilakukan penandatanganan NPHD
dan Pakta Integritas oleh masing-masing kelompok.

Proses pencairan dan penyaluran hibah dalam bentuk
uang

Monitoring, Evaluasi Pendampingan dan Pembinaan
Kelompok



= Tim Kabupaten/Kota melakukan pendampingan,
monitoring dan evaluasi serta pengendalian
pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

* Tim Provinsi melakukan pembinaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

7. Pelaporan

= Kelompok penerima melaporkan penggunaan dana
hibah kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa
Tengah dengan tembusan kepada Kepala Biro
Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa
Tengah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan Dinas
yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan
hewan kabupaten/kota lokasi kelompok.

= Kelompok penerima bantuan Hibah Uang melaporkan
perkembangan kegiatan dan perkembangan populasi
ternak secara berkala setiap 6 bulan sekali ke Dinas
Kabupaten/Kota lokasi kelompok dan setahun sekali ke
Gubernur Jawa tengah dengan tembusan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa
Tengah.

g. Pencairan Dana Hibah Uang

1.

2.

Pencairan hibah wuang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).

Pencairan belanja hibah dilakukan setelah NPHD
ditandatangani.

. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan

pencairan kepada Gubernur c.q Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah untuk diverifikasi;

Surat permohonan pencairan dilampiri:

a. Naskah Perjanjian Hibah bermaterai cukup;

b. Rencana Penggunaan Dana yang diketahui SKPD yang
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
di Kabupaten/Kota lokasi kelompok;

c. Fotocopy buku rekening BANK JATENG atas nama
kelompok yang masih aktif;

d. Fotocopy indentitas diri pimpinan/ketua kelompok
yang masih berlaku;



7.

8.

e. Kuitansi asli, lembar pertama bermaterai cukup
sisanya tanpa meterai;

f. Pakta Integritas Hibah, lembar pertama bermaterai
cukup sisanya tanpa meterai.

g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah,
lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa
materai.

h. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah
setempat yang dilegalisasi oleh Camat;

. Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 2

(dua).

. SKPD mengajukan penerbitan Surat Perintah Pengajuan

Dana (SP2D) dengan kelengkapan:

a. Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar);

b. Surat permohonan pencairan yang memuat Nomor
DPPA, Nama Penerima, Nama dan nomor rekening
bank penerima,;

c. Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan
telah dilakukan verifikasi faktual dan kelayakan
penerima hibah.

Apabila terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau

alamat antara DPPA SKPD dengan nama/alamat

sesungguhnya, kelompok membuat Surat Keterangan

Lurah/Kepala desa atau sebutan lain yang sejenis bahwa

terdapat perbedaan nomenklatur antar dokumen.

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam

bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penggunaan atau pemanfaatan hibah uang sebagai berikut :

1.

Dana hibah dalam bentuk uang yang disalurkan dapat
digunakan/dimanfaatkan untuk kegiatan di bidang
peternakan dan kesehatan hewan yang menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah
daerah.

. Hibah dalam bentuk uang dilarang untuk pengembangan

modal usaha dalam bentuk uang, pengembangan koperasi,
dan pengembangan usaha perorangan.



h. Pelaporan

Pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah dalam
bentuk uang:
1. Penerima Hibah uang menyampaikan laporan penggunaan

dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah selaku PPKD dengan wuraian laporan

pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat

informasi mengenai:

a. Nama/judul kegiatan;

b. Nama Kelompok, alamat dan susunan pengurus;

c. Laporan realisasi penerimaan dana dan penggunaan
dana serta sisa dana

d. Perbandingan rincian RAB antara usulan/proposal
dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya
perbedaan tersebut;

e. Dokumentasi Kegiatan.

2. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung
jawab atas wuang hibah yang diterimanya dan
penggunaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis dan
NPHD.

3. Laporan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah
selesainya kegiatan penggunaan dana hibah.

4. Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah
sampai dengan tanggal 31 Desember belum selesai, maka
penerima  hibah  uang menyampaikan laporan
penggunaan dana hibah paling lama 1 (satu) bulan
setelah tanggal 31 Desember dengan menyajikan
perkembangan fisik kegiatan dan sisa uangnya per 31
Desember.

5. Penerima hibah uang bertanggungjawab penuh secara
formal dan material atas penggunaan hibah uang yang
diterimanya.

6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa
Tengah tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah
uang yang telah diterima oleh penerima hibah uang.

7. Penerima hibah uang wajib menyelenggarakan pencatatan
dan dokumentasi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap
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dan sah atas penggunaan dana hibah uang yang
diterimanya.

8. Catatan dan bukti-bukti transaksi (nota pembayaran,
kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan
melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek
pemeriksaan. Yang disertakan dalam laporan cukup
fotocopinya saja.

9. Pelaporan dan pertanggungjawaban
penyaluran/penyerahan  hibah  berpedoman  pada
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.

10. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan kepada
Gubernur dikenakan sanksi.

11.Sanksi berupa teguran dan tidak diberikan hibah dan
bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
tahun pemberian hibah uang.

B. Hibah Barang
1. Hibah Barang Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi
a. Latar Belakang

Pembangunan sektor peternakan memegang peranan
yang cukup penting dalam rangka menciptakan sumber
daya manusia yang sehat, cerdas dan inovatif. Suatu
daerah yang mempunyai generasi penerus sehat, cerdas
dan inovatif, maka daerah tersebut akan berkembang
karena dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi
daerahnya sehingga bisa menjadi daerah yang mandiri
pangan.

Penyediaan pangan asal hewan sangat tergantung dari
peran serta masyarakat peternak dan unit-unit usaha
pendukungnya di wilayah tersebut. Provinsi Jawa Tengah
sebagai salah satu Provinsi dengan populasi ternak
tertinggi setelah Jawa Timur, walaupun sebagian besar
dikuasai oleh rumah tangga, terutama untuk peternakan
ruminansia. Hal tersebut menjadi sebuah peluang dan
tantangan tersendiri. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah
satu pemasok kebutuhan daging nasional, dengan
demikian peternakan skala rumah tangga perlu didorong
untuk dikembangkan dengan sistem
pemeliharaan/budidaya ternak dengan prinsip “Good
Farming Practice”. Peran pemerintah, dalam hal ini Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
mempunyai tugas yang cukup penting dalam rangka
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mendukung penyediaan pangan asal hewan yang aman,
sehat, utuh dan halal (ASUH), serta sebagai penyangga
kebutuhan pangan hewani nasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dukungan dana
APBD Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan
terhadap pengembangan populasi dan produktivitas ternak
dengan kegiatan hibah barang.

Kegiatan hibah barang diberikan oleh pemerintah
Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat/penerima hibah
dimaksudkan guna menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan pemerintah daerah dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

Tujuan dilaksanakan kegiatan hibah barang antara
lain :

a. Mempertahankan, mendorong dan memotivasi peternak
rakyat baik secara individu maupun kelompok untuk
mengembangbiakkan ternak dan melakukan usaha
perbibitan;

b. Meningkatnya jumlah kelompok perbibitan, untuk
komoditas ternak SDGH Jawa Tengah dan kelompok
budidaya ternak;

c. Meningkatkan populasi ternak di lokasi penerima
manfaat;

d. Meningkatkan skala usaha rumah tangga peternakan;

e. Meningkatkan produksi protein hewani;

f. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing utuk
keberlanjutan usaha kelompok penerima manfaat;

g. Penguatan kelembagaan peternak;

h. Mendukung penyediaan pangan asal hewan yang aman,
sehat, utuh dan halal (ASUH), serta sebagai penyangga
kebutuhan pangan hewani nasional.

Guna kelancaran pelaksanaan hibah barang maka
perlu diatur Petunjuk Teknis Hibah Ternak, yang
mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 30
Tahun 2021, tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Petunjuk teknis ini digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan hibah barang di Jawa Tengah.
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b. Sasaran

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor
peternakan di Jawa Tengah.

c. Kriteria Penerima Hibah
Kriteria Kelompok Penerima Hibah Barang yaitu:

1.
2.
3.

Kelompok beranggotakan minimal 10 orang

Memiliki pengalaman dalam bidang peternakan

Memiliki struktur organisasi kelompok dengan kriteria

pengurus pengurus sebagai berikut:

a) Warga Negara Indonesia, dewasa atau sudah
berkeluarga dan memiliki KTP sesuai domisili
kelompok.

b) Bukan ASN/TNI/Polri/Pengusaha yang berafiliasi
dengan usaha sejenis/perangkat desa.

Kelompok tidak mendapatkan penguatan modal atau

fasilitas lain dari pemerintah pada tahun yang sama.

Memiliki sarana penunjang usaha peternakan antara

lain : lahan, kandang, potensi sumber pakan,

bangunan usaha

Kelompok aktif dan memiliki legalitas yang sah

dibuktikan adanya:

(a) Surat Keputusan pengukuhan kelompok dari
Kepala Desa/Lurah

(b) Surat Penetasan oleh Kepala Daerah/Dinas yang
membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan
hewan setempat / terdaftar di simluhtan/SK

Menkumham.
Mengajukan proposal ke Gubernur Jawa Tengah c/q
Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan
Kabupaten /Kota.

Kelompok sanggup bertanggung jawab penuh,
terhadap paket hibah yang telah diterima yang
dibuktikan dengan (dengan menandatangani Pakta
Integritas).
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d. Persyaratan

1.

Persyaratan Kelompok Penerima Hibah barang yaitu:
Terdapat surat pengesahan/penetapan dari SKPD

yang membidangi di Kabupaten/Kota;

Memiliki kepengurusan di daerah domisili yang
dibuktikan dengan adanya struktur
organisasi/susunan kepengurusan (Identitas
kelompok, pengurus dan anggota) yang dikukuhkan
minimal oleh kepala desa;

Memiliki surat keterangan domisili dari
Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya
yang dilegalisasi oleh Camat;

Berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Kelompok telah mengajukan usulan
tertulis/proposal kepada Gubernur yang
ditandatangani pejabat/pengurus yang sah, dan
sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, profil
singkat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB)
yang memuat total kebutuhan biaya besaran hibah
yang diminta, dan nomor kontak person serta
mengetahui Lurah/Kepala Desa, Camat dan Dinas
yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten/Kota lokasi Kelompok;

Usulan sebagaimana dimaksud poin 5 disampaikan
kepada SKPD 1 (satu) tahun sebelum kegiatan
berjalan (T-1), sebelum penetapan KUA PPAS.

Tidak mendapatkan penguatan modal atau fasilitas
lain dari pemerintah pada tahun yang sama kecuali
kegiatan yang diprogramkan secara terpadu.

e. Nilai Hibah Barang

Penetapan jumlah hibah dalam bentuk barang

yang disalurkan kepada penerima didasarkan kepada:

1.

Kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
dan urusan pilihan.

Pagu anggaran yang tercantum dalam DPPA Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa
Tengah.
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3. Hasil

penilaian/verifikasi terhadap usulan dan

rencana anggaran belanja yang diajukan oleh calon
penerima Hibah Uang.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan hibah ternak
pokir maupun regular, diperlukan berbagai persiapan oleh
pemerintah ditingkat provinsi dan daerah melalui dinas
teknis yang menangani bidang peternakan dan kesehatan
hewan, sebagai berikut :

1. Penyampaian Proposal Usulan Kegiatan dari
Kelompok
a. Proposal usulan kegiatan harus memenuhi kriteria
sebagai berikut :

1)

2)

Proposal diajukan maksimal sebelum
penetapan DPA.
Proposal ditujukan kepada Gubernur Jawa
Tengah c/q Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Jawa Tengah dan
diketahui/memperoleh rekomendasi Dinas
Kabupaten/ Kota yang membidangi fungsi
peternakan.
Proposal sekurang-kurangnya memuat nama
kelompok, alamat kelompok, profil kelompok,
kegiatan yang diajukan, rencana anggaran
biaya (RAB), dan kontak person pengurus
kelompok (minimal Ketua Kelompok)
Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memuat
total biaya, jenis dan besaran hibah yang
diminta, dan swadaya jika dipersyaratkan
Format proposal sebagaimana terlampir :
a. Cover
b. Surat Permohonan Hibah Barang/Uang,
ditandatangani oleh : Ketua kelompok,
Kepala Desa/Lurah, PPL, Kepala Dinas
yang Membidangi fungsi Peternakan
Kab/Kota
c. Kata Pengantar
d. Isi Proposal :
I. Pendahuluan (berisi latar belakang)
II. Maksud dan Tujuan
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II. Profil Kelompok (menggambarkan
secara diskripsi kondisi kelompok :
potensi kelompok, pengurus
kelompok/struktur organisasi,
masalah kelompok)

IV. Jenis Hibah (barang/uang), Jenis
Kegiatan dan Besaran Anggaran
yang diajukan

V. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

VI. Penutup

e. Lampiran.
6) Proposal sekurang-kurangnya dilampiri :

a. Surat Keputusan pengukuhan kelompok
dari Kepala Desa/Lurah,

b. Surat Penetapan oleh Kepala Daerah /
Dinas yang membidangi fungsi
peternakan dan  Kesehatan  hewan
setempat/ terdaftar di simluhtan/ SK
Menkumham

c. Surat Keterangan Domisili dikeluarkan
oleh Kepala Desa/Lurah.

d. Pakta Integritas (sanggup
bertanggungjawab penuh, terhadap
paket hibah yang diterima)

e. Foto Copy KTP Pengurus dan Anggota,

f. Surat Pernyataan tidak menerima kegiatan
dari pemerintah pada tahun yang sama

g. Dokumentasi/Foto.

2. Verifikasi dan Evaluasi Kelompok

a. Verifikasi dan evaluasi kelompok dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Jawa Tengah.

b. Evaluasi kelompok calon penerima dilakukan
dengan verifikasi faktual atas eksistensi dan
kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah yang
menjadi sasaran. Kegiatan verifikasi atas eksistensi
merupakan verifikasi administrasi untuk menguji
keberadaan calon penerima hibah, menguji
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pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya
nilai untuk diberikan hibah.

c. Pada saat verifikasi faktual, dapat dilakukan
konfirmasi langsung maupun tidak langsung
sesuai kebutuhan.

d. Pada saat verifikasi faktual baik secara
administrasi maupun konfirmasi lapangan, apabila
dijumpai hasil evaluasi administrasi yang tidak
sesuai/tidak lengkap/ serta apabila terjadi
sengketa kepengurusan, maka dapat dilakukan
penundaan atau pembatalan proses untuk
diberikan hibah barang.

e. Setelah dilakukan evaluasi / verifikasi maka akan
diberikan hasil berupa rekomendasi yang akan
diusulkan kepada Kepala Dinas, untuk kemudian
akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala
Dinas. Adapun wusulan daftar penerima hibah
barang dirinci secara jelas nama, alamat dan
satuan barang yang dihibahkan.

f. Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan,
dilakukan dengan metode pengadaan oleh penyedia
barang/jasa yang dilakukan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

g. Persyaratan Penyerahan Barang
Penyerahan barang / penyaluran hibah diberikan
kepada penerima/kelompok yang telah ditetapkan dengan

Surat Keputusan Kepala Dinas tentang daftar penerima

hibah dalam bentuk barang/jasa yang dikelola oleh Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Penyerahan/ penyaluran hibah kepada sasaran dibuatkan

perjanjian kerjasama/ pengikatan, berupa :

a. NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD dan
penanggungjawab penerima hibah. NPHD memuat
antara lain :

1) Pihak pemberi dan penerima hibah
2) Tujuan pemberian hibah

3) Nilai hibah

4) Hak dan kewajiban para pihak
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5) Mekanisme dan syarat-syarat
penyaluran/pemberian dan pemanfaatan hibah
6) Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban, dan
7) Ketentuan lain yang relevan.
Berita Acara atau dokumen serah terima barang akan
menjadi bukti pertanggungjawaban Pengguna / Kuasa
Pengguna Barang
SKPD Provinsi (Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Jawa Tengah) selanjutnya hanya
melakukan monitoring dan pembinaan pada kelompok
penerima selama 1 (satu) bulan setelah ternak
diserahkan, atau monitoring dan pembinaan
dilakukan dengan menyesuaikan anggaran dan
sumberdaya manusia yang tersedia.
Pembinaan teknis dilakukan oleh kabupaten/kota
(menyesuaikan dengan anggaran dan sumberdaya
yang ada di daerah).
Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan
kondisi faktual yang ada dilapangan, kelompok
bertanggungjawab penuh terhadap perubahan-
perubahan yang dilakukan.

Ketentuan lain-lain yang merupakan persyaratan

penyerahan barang diuraikan sebagai berikut :

1.

Apabila terjadi suatu keadaan, dimana ternak masih
dalam masa garansi oleh pihak penyedia barang (
sesuai yang terdapat dalam kontrak ) maka akan
diatur sebagai berikut :

a. Apabila terjadi kematian, maka akan dilakukan
pergantian ternak sesuai dengan spesifikasi
barang.

b. Apabila ternak sakit, dengan hasil pemeriksaan
dapat disembuhkan, maka akan dilakukan
pengobatan oleh petugas teknis hingga ternak
tersebut sembuh. Biaya pengobatan ditanggung
oleh penyedia.

c. Apabila ternak sakit, dengan hasil pemeriksaan
diduga tidak dapat disembuhkan atau infousta,
maka dapat dilakukan permintaan pergantian
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pada pihak penyedia, atau dilakukan potong
paksa.

Apabila terjadi suatu keadaan, setelah masa garansi

oleh penyedia sudah habis, maka dapat dilakukan

hal-hal sebagai berikut :

a. Apabila ternak mati, maka harus dibuatkan
Berita Acara Kematian yang dikeluarkan oleh
Dinas setempat, dengan dilampiri surat
keterangan kematian /hasil otopsi yang
ditandatangani dokter hewan berwenang atau
petugas teknis

b. Apabila ternak sakit, dengan diagnosa dapat
disembuhkan, maka peternak dapat
menghubungi petugas medis untuk mendapatkan
pelayanan hingga ternak sembuh. Biaya menjadi
beban kelompok.

c. Apabila ternak sakit, dengan diagnosa tidak dapat
disembuhkan, maka peternak dapat
menghubungi petugas teknis peternakan dan
dapat dilakukan Tindakan potong paksa atau
dijual (sesuai dengan rekomendasi petugas teknis
dan disertai dengan berita acara).

h. Pelaporan

Pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah

dalam bentuk barang:

1.

Penerima Hibah barang menyampaikan laporan
kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan
tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah selaku PPKD dengan uraian laporan
pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai:

a. Nama/judul kegiatan,;

b. Nama Kelompok, alamat dan susunan

pengurus;

c. Laporan realisasi penerimaan barang;
Dokumentasi Kegiatan.
Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab yang menyatakan  bahwa

19



bertanggung jawab atas hibah yang diterimanya dan
penggunaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis dan
NPHD.

Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya setelah menerima hibah
barang.

Pelaporan dan pertanggungjawaban penyerahan hibah
berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran berjalan.

Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan
kepada Gubernur dikenakan sanksi.

Sanksi berupa teguran dan tidak diberikan hibah dan
bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak tahun pemberian hibah uang.
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CONTOH PROPOSAL PERMOHONAN
BANTUAN DAN KELENGKAPANNYA

LEMBAR PENGESAHAN

Lembar pengesahan berisikan tujuan/perihal
pengajuan proposal yang ditujukan kepada
Gubernur dan Cq. Kepala Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
Lembar pengesahan disahkan/ditandatangani
dan diberi stempel basah oleh:

1. Ketua Kelompok

2. Kepala Desa/Lurah*

3. Camat

4. Kepala Dinas

Dokumen (lembar pengesahan) yang
diserahkan ke Provinsi harus dengan
tandatangan asli dan stempel basah (bukan
fotokopi

21



CONTOH PERMOHONAN

Hibah Barang
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Hibah Uang
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ISI/UNSUR-UNSUR PROPOSAL
a. Cover
b. Surat Permohonan Hibah Barang/Uang, ditandatangani oleh : Ketua
kelompok, Kepala Desa/Lurah, PPL, Kepala Dinas yang Membidangi
fungsi Peternakan Kab/Kota
c. Kata Pengantar
d. Isi Proposal :
I.  Pendahuluan (berisi latar belakang)
II. Maksud dan Tujuan
III. Profil Kelompok (menggambarkan secara diskripsi kondisi kelompok
potensi kelompok, pengurus kelompok/struktur organisasi,
masalah kelompok)
IV. Jenis Hibah (barang/uang), Jenis Kegiatan dan Besaran Anggaran
yang diajukan
V. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
VI. Penutup
e. Lampiran

Scan hal akhir proposal yang ada tanda tangannya
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CONTOH SK KEPENGURUSAN :
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CONTOH LAMPIRAN RAB :
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CONTOH PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI :
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CONTOH LAMPIRAN LEMBAGA/ORGANISASI YANG
BERBADAN HUKUM:
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SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)/
BADAM HUKUM INDONESIA (BHI)
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CONTOH FOTOKOPI KTP KETUA :

CONTOH FOTOKOPI KTP BENDAHARA :




CONTOH FOTOKOPI KTP ANGGOTA :
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 52Y /131

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH /BANSOS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI JAWA TENGAH

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Hibah/Bantuan Sosial Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republil38indonesia Tahun 2020 Nomor 245,



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor
6573);

S. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencnaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Nomor 40);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah / Bansos pada
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah / Bansos pada
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
Hibah/Bansos.

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
dalam pengelolaan Hibah / Bansos, maka Pemerintah Provinsi
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang lebih
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KEEMPAT

. : : annya
Semua biaya yang timbul sebagal akibat détet:f:n DZII
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendap

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Ungaran Pada
tanggal 'Y Januari 2022

AN DAN KESEHATAN HEWAN

‘“ 1J WAT/Tﬁ

ARIYANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

0PN O R LD

Gubernur Jawa Tengah;

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;

Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Setda Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Jawa Tengah.
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DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
JI. Jend. Gatot Soebroto, Komplek Tarubudaya Ungaran 50501
Telepon: 024-6921023, Faksimile: 024-6921397




